
     

 
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
 

 NOMOR   35  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALEMBANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA PALEMBANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 79 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan 
perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palembang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palembang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

 
4. Peraturan………….. 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1605); 

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2019 Nomor 9); 

6. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2018 Nomor 94); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Palembang  (Berita 
Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 94), diubah dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambah 4 ayat baru 

yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas 
Perbantuan oleh Perangkat Daerah. 
 

(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan dari kepala daerah; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
 
 

e. pelaksanaan…………….. 



 

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 
korupsi; 

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan 
h. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  

Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya; 
 

(3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat 
Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota. 
 

(4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf b dan c terdapat indikasi 
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan 
negara/daerah, inspektur Daerah wajib melaporkan 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 
(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) melakukan supervisi kepada 
Inspektorat Daerah Kota dalam menangani laporan indikasi 
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan 
Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).  

 
(6) Pelaksana supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan intern Pemerintah. 

   
 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 5 
 
(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: 

a. Inspektur Daerah; 
b. Sekretariat, membawahi; 

1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;  dan 
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

c. Inspektur  Pembantu; dan  
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
 
 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu 
ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 10 
 

(1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
ayat (1) huruf b, terdiri dari: 

 
 

a. Inspektur…………….. 
 



 

b. Inspektur  Pembantu I; 
c. Inspektur Pembantu II; 
d. Inspektur Pembantu III; 
e. Inspektur Pembantu IV; dan  
f. Inspektur Pembantu Investigasi. 

 
(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional 
terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan 
pemerintahan daerah pada perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota. 
 

(3) Walikota sebelum melaksanakan perberhentian / mutasi 
Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu 
berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat. 
 
 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu 
ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 11 
 
(1) Inspektur P embantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan  penyusunan  kebijakan  terkait  pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah; 
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat 
daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan;  

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;  
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

 
(2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit 

kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan 
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan 
memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. 
 

(3) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pasal 
10 ayat (1) huruf e disamping melaksanakan penanganan 
pengaduan masyarakat dan audit investigatif juga 
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
 
 

Pasal II……………… 




	SALINAN

